KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS

JAKARTA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 60 Tahun 2025,
perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2025;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus
Jakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 {tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan



Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor S Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/0ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun
2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah
Khusus Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Komisi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU DINATA
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum
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lingkungan satuan kerja yang
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2. Sistem Jumlah naskah
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2.Penerapan e-office
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1. Pemilihan pegawai
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. Laporan kegiatan
6. Sistem kegiatan knowledge i .
. . knowledge sharing di
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kerja
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. keputusan terkait
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Intern Pemerintah
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b. Melakukan penyampaian

TIM
PENGAWASAN




12

c. Melakukan
kegiatan
pengendalian

d. Melakukan
informasi dan
komunikasi
pengawasan

e. Melakukan
pemantauan
pengendalian

intern

3. Penanganan
pengaduan

masyarakat

1. Membentuk unit
pengelola

pengaduan

Tersedianya unit

pengelola pengaduan

masyarakat
masyarakat
2. Melakukan
L Terlaksananya
sosialisasi .
. sosialisasi
mengenai
penanganan
penanganan
pengaduan
pengaduan
masyarakat
masyarakat
3. Menyelenggarakan | Tersedianya media
sistem pengaduan | pengaduan
masyarakat masyarakat
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4, Melakukan

monitoring dan

Tersedianya laporan

Pelayanan
Publik

1. Penerapan
pelayanan satu
atap KPU

. pengelolaan
evaluasi atas
pengaduan
pengaduan
masyarakat
masyarakat
1. Menyusun

Tersedianya standar

kebijakan standar
pelayanan
pelayanan
2. Menyusun Maklumat pelayanan
maklumat permohonan
pelayanan informasi sesuai
informasi maklumat

3. Pelayanan

dipusatkan dalam

Pelayanan  terpadu

yang dipusatkan

penguatan

satu tempat dalam satu tempat
Tersedianya dan
2. Penerapan L .
L 1.Pendidikan  bagi | terselenggaranya
partisipasi .
_ para pemilih layanan Rumah
publik dalam . .
Pintar Pemilu
upaya
. 2. Melaksanakan )
meningkatkan . Terwujudnya
: kegiatan yang : :
kualitas . kegiatan melibatkan
melibatkan
pelayanan stakeholder
stakeholder
3. Kegiatan 1. Dibentuknya

helpdesk
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pengelolaan pengaduan
pengaduan masyarakat
Pengelolaan
masyarakat 2. Terlaksananya
y pengaduan
yang efektif dan evaluasi
] ; masyarakat v
terintegrasi pengaduan yang
secara nasional masuk
. Penerapan Adanya kebijakan di
reward and | Penerapan  reward | masing-masing
punishment and punishment | satuan kerja
dalam dalam terhadap pelayanan V
penyelenggaraan | penyelenggaraan yang
pelayanan pelayanan memuaskan /tidak
publik memuaskan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KI-IUSUS JAKARTA ttd.

WAHYU DINATA




